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Abstract—Marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy, 
which means having only one wife, but in fact along with the times there is the 
fact that a husband can have more than one wife or what is known as 
polygamy. This research was conducted with the aim of describing how the 
requirements for the validity of a polygamy permit based on the provisions of 
the Marriage Law and how the Judge's consideration in deciding a polygamy 
permit case that does not meet the requirements in the Marriage Law case 
study of determination number 26/Pdt.P/2022/PN Bli. This research uses 
normative legal research methods as well as statutory, conceptual, and case 
approaches. The results of this study indicate that a husband is given the 
leeway to have more than one wife or polygamy if he fulfills the requirements 
listed in Articles 4 and 5 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. 
The results of this study indicate that the Judge's decision to grant permission 
to have more than one wife or polygamy that does not meet the applicable 
requirements, the Judge sees the cultural point of view, Hindu beliefs, and the 
best interests of the child. 
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1. Pendahuluan 

Dalam kehidupan manulsia dapat dilihat kelnyataan yang timbull bahwa dula orang yang 
belrlawanan jelnis dalam melnjalani selbulah kelhidulpan belrsama dalam satul kelsatulan bahtelra rulmah 
tangga, melrelka ialah yang diselbult selbagai pasangan sulami dan juga istri. Pelrkawinan melnulrult 
Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) 
menyatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya melupakan sulatul perbuatan perdata saja, akan 
tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya su latul perkawinan 
selpelnulhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya 
(Abdulrahman, 1978 :9). Dalam keltelntulan yang telrdapat dalam Pasal 28 B Ulndang-Undang Dasar 
Nelgara Relpulblik Indonesia Tahun 1945, dicantulmkan bahwa seltiap orang belrhak melmbelntulk 
kellularga dan julga mellanjultkan keltulrulnan mellaluli pelrkawinan yang sah selrta nelgara melnjamin 
hak anak atas kellangsulngan hidulp, tulmbulh, dan belrkelmbang selrta belrhak atas pelrlindulngan dari 
kelkelrasan dan julga diskriminasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa 
sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya 
memiliki satu istri. Telrhadap asas monogami ini olelh hulkulm dibulka pelngelculalian artinya dalam 
hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang 
bersamaan) masih diperbolehkan asalkan melmelnulhi syarat, alasan dan prosedur tertentu (Munir 
Fuady, 2015, hal.11). Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
dengan Undang-Undang Perkawinan) dalam beberapa Pasal terdapat kelentukan mengenali syarat-
syarat terjadinya poligami. Melngelnai izin poligami pelrseltuljulan izin yang dibelrikan olelh pihak 
belrwelnang, seperti negara maulpuln agama tertentu kepada selselorang untuk melangsungkan 
pernikahan poligami. Beberapa hal mengenai poligami diatur secara hukum. 

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Pelrkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
dengan Undang-Undang Perkawinan) menyatakan apabila seorang suami akan memiliki istri lebih 
dari selorang ataul poligami harus melmelnulhi persyaratan yang tellah belrlakul dan diterapkan oleh 
Undang-Undang, selrta Pengadilan nantinya akan memblurkan izin terhadap su lami yang akan 
memiliki istri lebih dari seorang atau dinamakan dengan istilah poligami apabila istri tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
diselmbulhkan dan istri tidak dapat mellahirkan keltulrulnan.  

Namun Adapun Selpelrti pada kasuls yang telrcantulm dalam Penetapan Nomor 26/
Pdt.P/2022/PN Bli. Di mana ada seorang su lami selbagai Pelmohon mengajukan permohonan izin 
poligami ke Pengadilan Negeri Bangli. Pemohon pada saat ini telah memiliki seorang istri, yang 
dimana pernikahan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak yang berjenis ke llamin 
pelrelmpulan dan juga laki-laki. Permohonan mendapatkan izin untuk poligami, namun syarat 
sahnya diberikan izin poligami selsulai yang tellah telrcantulm pada Pasal Ulndang-Ulndang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) tidak terpenuhi. 

2. Metode 

Penelitian hukum melupakan sulatul kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada su latul meltodel, 
sistematika dan julga pemikiran tertentu, yang belrtuljulan ulntulk melmpellajari satul ataul belbelrapa 
geljala hulkulm, dengan jalan melang analisanya (Soerjono Soekanto, 1986 :43). Penelitian hukum 
normatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok 
untuk mengarahkan, menganalisis, melnyistelmatisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif 
(Atmaja dan Buldiarta, 2018 :100). Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), 

Analisis Yuridis Syarat Izin Poligami Menurut Hukum Posistif Indonesia ... 



Damayanti, N, L, S., et al. Jurnal Analogi Hukum, Volume 6, Issue 2 

| Page 245 

pendekatan konseptual (The Conceptual Approach) dan pendekatan studi kasus merupakan 
pendekatan permasalahan yang digunakan. 

Bahan hulkulm ultama yang digulnakan dalam pelnellitian ini belrsulmbelr dari Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 pada Pasal 7 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Pasal  34 melngelnai Administrasi Kelpelnduldulkan. Bulkul-bulkul hulkulm, jurnal hulkulm, dan 
artikel hukum mengenai poligami merupakan sumber hukum selkulndelr yang digunakan dalam 
penelitian ini. Bahan hulkulm telrsielr melncakulp sulmbelr internet dengan alamat situs web berkaitan 
dengan kamus besar bahasa Indonesia, latin kumpuln bahasa inggris. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Syarat Sahnya Izin Poligami Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan 

Mengenai selbulah perkawinan yang terjadi di Indonesia pada prinsipnya merupakan su latul 
hak yang melekat pada diri selselorang sesuai denga napa yang sudah menjadi jaminan terhadap 
sulatul Hak Asasi Manulsia (HAM) yang dimana terdapat dan telah dicantumkan di dalam Pasal 28 
B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan di 
Indonesia secara mutlak mesti disesuaikan dengan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Elsa. Hal telrselbult juga berkaitan erat dengan pada bunyi sila ke-1 Pancasila yang 
mendasari julga bahwa hubungan agama memiliki peran penting dalam terjadinya ikatan 
pernikahan. Agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan 
dengan melihat agamanya masing-masing. Melnulrult Abdulrrahman, pengertian perkawinan dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sulatul perbuatan 
hukum, tetapi juga merupakan pelrbulatan keagamaan (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 
1978 :91).  

Melngelnai asas-asas perkawinan di Indonelsia melnulrult Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) diperlukan keltelntulan yang menjadi asas 
dan julga prinsip agar perkawinan telrselbult melnjadi selsulatul yang bernilai dan julga berkelas bagi 
calon pasangan suami serta istri yang nantinya akan melangsungkan sulatul ikatan pernikahan.  

Adapun belrikult melrulpakan asas-asas perkawinan di Indonesia diantaranya Tujuan 
pelrkawinan adalah melmbelntulk kellularga yang bahagia dan kekal, untuk itul sulami istri perlu saling 
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat melngelmbangkan kelpribadiannya 
melmbantul dan mencapai kelseljahtelraan spiritulal dan matelrial, Sahnya perkawinan telrgantulng 
pada keltelntulan hulkulm agama selrta kelpelrcayaan masing-masing calon pelngantin sulami dan juga 
istri. Disamping itu pelrkawinan yang akan dilaksanakan haru ls dicatatkan melnulrult pelratulran 
pelrulndang-ulndangan yang berlaku, agar perkawinan yang berlangsung dapat dinilai sah dimata 
hukum dan juga agama, Asas monogami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
dengan Undang-Undang Perkawinan) melnganult yang namanya asas monogami atau hanya 
memiliki satu orang pasangan dalam sulatul ikatan perkawinan, hanya apabila dikelhelndaki olelh 
yang belrsangkultan selpelrti istri sahnya, karena ada juga ke ltelntulan dalam hukum serta julga agama 
memberikan izin terhadap seorang suami memiliki istri lebih dari seorang atau poligami, calon 
sulami dan istri tellah delwasa jiwa dan raganya dimana sebagai seorang pasangan su lami dan juga 
istri nantinya mereka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul 
nantinya apabila telrjadi masalah yang timbull, diharapkan dapat diselesaikan dengan cara dewasa 
tanpa adanya tindakan kekerasan baik secara fisik mau lpuln mental yang mungkin saja dapat terjadi 
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terhadap pasangan masing-masing, melmpelrsullit terjadinya pelrcelraian karelna tuljulan Perkawinan 
adalah untuk melmbelntulk kellularga yang bahagia kelkal dan seljahtelra, maka Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), dan hak dan ke lduldulkan 
sulami istri adalah selimbang di mana baik dalam kehidupan rumah tangga dan kedudukan su lami, 
baik dalam kehidupan rumah tangga maulpuln dalam pergaulan masyarakat. 

Asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang pasangan atau  istri, begitu pula 
sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki satu orang sulami dalam pernikahannya, hal ini sesuai 
dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya 
disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), namun ada pengecualian se lselorang dapat memiliki 
pasangan lebih dari seorang atau yang disebut dengan istilah poligami se lsulai dengan yang 
disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, namun apabila poligami akan dilangsungkan dengan cara pemenuhan syarat-syarat 
yang tellah telrcamtulmkan selsulai delnga isi Pasal 4-5 Ulndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. 

Selcara eltimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, 
yaitul Polul dan Gamelin. Polul berarti banyak, Gamelin belrarti kawin. Jadi Poligami berarti 
perkawinan yang banyak (Bibit Suprapto, 1990 :11).  

Belrikult merupakan syarat-syarat poligami melnulrult hukum positif yang ada di Indonesia 
selsulai dengan keltelntulan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
dengan Undang-Undang Perkawinan). Seorang sulami yang akan beristri lebih dari seorang atau 
poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya 
disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) maka seorang pemohon izin poligami/se lorang 
sulami wajib mengajukan permohonan izin poligami di daerah tempat tinggalnya dengan wajib 
melmelnulhi syarat-syarat izin poligami dianatarnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dise lmbulhkan dan istri tidak 
dapat mellahirkan keltulrulnan.  

Pelngadilan tidak akan melmbelri izin kelpada selorang sulami yang mengajukan permohonan 
untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga dan keempat jika alasan yang 
diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). 

Selain alasan-alasan di atas untuk izin beristri lebih dari se lorang ataul poligami harus 
telrpelnulhi, syarat-syarat izin poligami di bawah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) harus terpenuhi. Untuk dapat 
mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Ayat (1) 
undang-undang ini haruls dipelnulhi syarat-syarat yang telrdapat dalam Pasal 5 Ulndang-Ulndang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelrkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dimana haruls julga 
melmnulhi pelrsyaratan adanya pelrseltuljulan dari istri, adanya kelpastian bahwa sulami mampul 
melnjamin kelpelrlulan-kelpelrlulan hidulp istri-isri dan anak-anaknya serta adanya jaminan bahwa 
suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anak mereka.  
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Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami yang Tidak 
Memenuhi Persyaratan Dalam Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus 
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) tellah 
melanggar sistem perkawinan yang ada di Indonesia adalah mempergunakan sulatul asas 
monogami, namun melunglai kelentukan asas monogami itu sifatnya bukan mutlak namun bersifat 
terbuka atau limitatif, hal ini dikarenakan dalam keltelntulan yang tercantum di dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) melnyelbultkan 
Pengadilan dapat melmbelrikan izin kepada selorang sulami untuk beristri lebih dari seorang atau 
disebut dengan istilah poligami apabila pernikahan yang ingin dilangsungkan tersebut 
mendapatkan izin dari para pihak-pihak yang bersangkutan utamanya seorang istri yang sah dimata 
hukum kumpuln agama.  

Melngelnai pelrmohonan izin poligami dapat diajulkan olelh sulami yang ingin melmiliki istri 
lelbih dari selorang kelpada Pelngadilan di daelrah telmpat tingggal calon sulami yang ingin 
melngajulkan izin pelrmohonan ulntulk mellangsulngkan pelrnikahan poligami. Kare lna poligami haruls 
mellaluli proses hulkulm, apabila poligami tidak dilakulkan mellaluli proses hulkulm maka dapat 
dikatakan pelrnikahan itul tellah mellanggar atulran-atulran yang belrlakul dalam keltelntulan Pelrulndang
-Ulndangan. Perihal prosedur permohonan izin poligami diawali dengan seorang pemohon ataul 
selorang sulami yang ingin mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang atau poligami 
datang melnuljul Pelngadilan. 

Adapuln dokulmeln-dulkulmeln yang haruls dilelngkapi olelh pelmohon izin poligami ulntulk 
melndaftrakan pelrmohonannya selsulai delngan proseldulr pelrsyaratan yang tellah diteltapkan 
diantaranya selbagai belrikult : surat permohonan poligami, kartu tanda penduduk (KTP), kartul 
kellularga (KK), akta pelrkawinan, sulrat pelrnyataan belrlakul adil, sulrat keltelrangan pelnghasilan, 
sulrat pelrnyataan istri pelrtama ulntulk maul di madul  

Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-
44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat 
cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan 
pultulsannya berupa izin untuk belristelri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. 

Dalam pultulsan Pelneltelpan Nomor 26/Pdt.P/2022 PN Bli Hakim memutus pultulsan 
sebagai berikut dengan menetapkan : mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 
memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan keldula dengan calon istri 
kelola dari Pemohon, melmelrintahkan pelmohon ulntulk melaporkan peristiwa perkawinan telrselbult 
kelpada Dinas Kelpelnduldulkan dan Pelncatatan Sipil Kabulpateln Bangli gulna kelpelntingan 
pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan 
membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dula ratuls 
selpullulh ribul rulpiah). 

Analisis telrhadap pelrtimbangan Hakim dalam kasuls izin poligami yang tidak memenuhi 
persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup 
evaluasi argulmeln, penerapan hulkulm, selrta pelrtimbangan kelmanulsiaan dan sosial di masyarakat 
yang mendasari keputusan hakim. Kelpultulsan ini melmpelrtimbangkan belrbagai aspelk hulkulm dan 
fakta yang terlengkap dalam proses persidangan yaitu : persoalan hulkulm, bukti dan pemeriksaan, 
pelrtimbangan telrhadap nilai adat, kelselimbangan antara hulkulm dan keladilan, keterlibatan pihak 
terkait, dan julga implikasi telrhadap administrasi kelpelnduldulkan. 

Pultulsan Hakim ataul lazim diselbult delngan istilah pultulsan pelngadilan melrulpakan selsulatul 
yang sangat diinginkan ataul dinanti-nantikan olelh pihak-pihak yang belrpelrkara gulna 
melnyellelsaikan selmgkelta diantara melrelka delngan selbaik-baiknya. Selbab delngan pultulsan hakim 
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telrselbult pihak-pihak yang belrselngkelta melngharapkan  adanya kelpastian hulkulm dan keladilan 
dalam pelrkara yang melrelka hadapi (Moh. Taulfik Makarao, 2004 :124). 

Pelrtimbangan Hakim dalam kasuls pelneltapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli mengenai 
poligami yang tidak melmelnulhi persyaratan hulkulm sangat penting karena mellibatkan seljulmlah 
faktor yang melmelngarulhi kelhidulpan belrbagai pihak yang telrlibat. Belrikult belbelrapa alasan 
melngapa pelrtimbangan Hakim sangat dipelrlulkan dalam kasus semacam ini : kelselimbangan 
anatara hulkulm dan keladilan sosial, kesejahteraan keluarga, kepentingan anak-anak, penerapan nilai
-nilai budaya dan agama, dan kepatuhan terhadap prosedur hulkul. 

Pelrtimbangan Hakim dalam kasuls poligami yang tidak melmelnulhi persyaratan hulkulm 
adalah bagian integral dari sistem peradilan yang adil. Ini mellibatkan pelnilaian melnyellulrulh 
telrhadap dampak sosial, kellularga, dan individu yang terlibat, sambil melmpelrtahankan kelpatulhan 
telrhadap hulkulm yang belrlakul. Keltidakselsulaian dengan Persyaratan Hulkulm Dalam beberapa 
kasuls, permohonan poligami mungkin tidak melmelnulhi selmula syarat yang diatur oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjadi titik kritis dalam proses 
pengambilan keputusan Hakim. 

Pelntingnya kelpelntingan anak-anak pelrtimbangan Hakim julga haruls melmpelrtimbangkan 
dampak telrhadap kelpelntingan anak-anak yang terlibat dalam situasi poligami yang tidak 
melmelnulhi pelrsyaratan hulkulm. Pelran Nilai Buldaya dan Agama Penerapan nilai-nilai budaya dan 
agama seringkali menjadi faktor dalam pengambilan kepeltusan poligami, bahkan dalam situlasi di 
mana pelrsyaratan hulkulm tidak telrpelnulhi selpelnulhnya. Kelpatulhan Telrhadap Proseldulr Hulkulm 
Hakim julga dihadapkan pada pelrtimbangan ulntulk melmastikan bahwa melskipuln situlasinya tidak 
memenuhi syarat hulkulm, prosedur hulkulm yang benar dan adil telah diikulti. 

Hakim nantinya  akan melmpelrtimbangkan kelseljahtelraan telrhadap anak-anak yang telrlibat, 
telrmasulk hak melrelka untuk tulmbulh dan belrkelmbang dalam lingkungan keluarga yang sehat dan 
stabil yang mana telah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.  

Hakim juga akan menilai dampak poligami terhadap Kesehatan anak-anak, baik secara 
psikologis kumpulan sosial. Dimana Hakim dapat melihat dari apakah anak-anak dari  perkawinan 
sebelumnya bahagia, dan tanpa ada rasa tekanan. Posisi disini Hakim akan menilai apakah anak-
anak mendapatkan kasih sayang dan kelpeldullian serta pelrhatian dari keldula orang tulanya yang 
melyakinkan nantinya anak-anak tidak akan telrabaikan, sehingga akan menjadi anak yang terlantar. 

Hakim dalam Studi Kasus Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli mengenali terhadap 
pengambilan kelpultulsannya dapat disimpulkan bahwa melskipuln alasan untuk beristri lebih dari 
selorang tidak selpelnulhnya melmelnulhi keltelntulan hulkulm, namuln selsulai delngan nilai-nilai adat dan 
pelrtimbangan kelseljahtelraan anak, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Analisis telrhadap 
dasar pelrtimbangan Hakim dalam kasuls poligami yang tidak melmelnulhi persyaratan melnulnjulkkan 
beberapa hal pelnting dimana Hakim mencoba mencapai kelselimbangan antara hukum yang 
belrlakul dengan keladilan sosial selrta kelpelntingan individul, terutama terkait kepentingan anak-anak 
dalam situasi poligami. 

Melskipuln Pelmohon telah melmelnulhi beberapa syarat administratif terkait izin poligami, 
masih ada syarat hukum yang tidak terpenuhi, seperti syarat ketentuan bahwa istri pertama tidak 
dapat menjalankan kewajibannya atau memiliki cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. 
Namuln dalam hal ini Hakim melmpelrtimbangkan melngelnai pelrtimbangan telrhadap nilai-nilai 
agama dan adat bahwasanya Hakim me lmpelrtimbangkan nilai-nilai agama Hindu dan kelentukan 
adat yang berlaku di tempat tinggal Pemohon dalam pengambilan kelpultulsan telrkait kasuls 
poligami ini. Dan hal telrpelnting julga dalam pelrtimbangan Hakim pelrihal pelnelgasan dalam 
pultulsan ini melrul junk pada hal pelnting yakni pelrtimbangan telrhadap kelbaikan serta 
kelseljahtelraan terhadap anak.  

Analisis Yuridis Syarat Izin Poligami Menurut Hukum Posistif Indonesia ... 
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Simpulan  

Penarikan simpulan dari penelitian penulis yakni syarat sahnya izin poligami berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang perkawinan dimana menyatakan sebuah perkawinan yang ada di 
Indonesia menganut adanya asas monogami (sulami hanya memiliki seorang istri, begitu pula 
sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami dalam pernikahan). Dimana yang telah  
tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
dengan Undang-Undang Perkawinan). Mengizinkan seorang sulami untuk memiliki istri lebih dari 
selorang ataul yang diselbult dengan istilah poligami namuln harus melmelnulhi persyaratan yang 
tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana 
selorang sulami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang atau poligami akan diizinkan oleh 
pengadilan mendapatkan izin poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang istri, istri mendapat cacat badan ataulpuln penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta 
apabila seorang istri dalam pernikahannya tidak dapat memberikan atau l mellahirkan keltulrulnan 
dari pelrnikahan yang telrjadi. Apabila seorang suami telah me lmelnulhi keltelntulan dalam Pasal 4 
Undang-Undang Perkawinan maka ia juga wajib me lmelnulhi julga syarat-syarat selpelrti 
melndapatkan pelrseltuljulan dari istri maulpuln anak untuk berpoligami, memiliki selbulah kelpastian 
bahwa sulami mampul melnjamin kelpelrlulan-kelpelrlulan hidulp istri selrta julga anaknya, dan memiliki 
jaminan bahwa seorang sulami nantinya akan berlaku adil terhadap istri-istri juga anak-anaknya.  

Pelrtimbangan Hakim dalam melmultuls pelrkara izin poligami yang tidak memenuhi 
persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam 
pelmbelrian pultulsan ini Hakim melmpelrtimbangkan walaulpuln selorang sulami yang ingin belristri 
lelbih dari seorang atau poligami dalam studi kasus ini tidak memenuhi persyaratan melunglai 
syarat-syaratnya sahnya izin poligami yang terdapat dalam kelenturan Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namu ln dalam pengambilan kelpultulsan Hakim menilai 
dan julga melnimbang dari selgi aspelk buldaya, kepercayaan agama Hindu yang dianut oleh 
Pemohon, kepentingan individu, kepentingan keluarga, selrta kelpelntingan masyarakat selkitar dan 
terpenting Hakim memberikan pengabulan izin beristri lebih dari seorang atau poligami kepada 
Pemohon yang tidak memenuhi syarat sahnya izin poligami, dikarenakan Hakim melihat 
kepentingan terhadap anak yang ada dalam kandungan calon istri kelola Pemohon yang berhak 
atas kasih sayang dari kedua orang tua biologis mereka. 
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